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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020, generasi yang lahir antara tahun 

1997 hingga 2012 (Generasi Z) memiliki jumlah penduduk yang paling besar 

di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia 

saat ini adalah generasi muda yang tumbuh dengan teknologi digital1. Kemajuan 

teknologi yang mengiringi pertumbuhan generasi muda di Indonesia 

menjadikan masyarakat Indonesia pada saat ini telah melek teknologi dan 

cerdas dalam mengakses suatu informasi dan menjalin hubungan antar individu. 

Hubungan antar individu pada saat ini sudah dengan mudah diakses meskipun 

tidak harus bersinggungan langsung bertemu. Kemudahan tersebut tentunya 

memiliki dampak positif yang mana tiap individu dapat dengan efisien dalam 

menemukan pasangan dan menjaga hubungan komunikasi pasangan baik yang 

belum menikah ataupun sudah dalam ikatan pernikahan. 

Perkembangan teknologi ini tidak hanya memfasilitasi interaksi 

antarindividu dari berbagai latar belakang budaya, tetapi juga mendukung 

kemudahan akses terhadap informasi hukum yang beragam. Di era digital, 

masyarakat lebih mudah memahami dan mengakses berbagai aturan pernikahan 

lintas budaya dan agama yang berlaku di Indonesia tanpa terkendala oleh batas 

geografis. Karena hal tersebut, masyarakat Indonesia dikenal sebagai entitas 

 
1 Badan Pusat Statistik Indonesia, “Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Dan Jenis 
Kelamin,” Https://Www.Bps.Go.Id, 2020, 
Https://Pasuruankota.Bps.Go.Id/Statictable/2018/05/03/2119/Jumlah-Penduduk-Menurut-
Kelompok-Umur-Dan-Jenis-Kelamin-Di-Kecamatan-Purworejo-2016. 
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yang sangat majemuk, baik dari segi budaya maupun sistem hukum yang 

diterapkan, termasuk dalam hal pernikahan2. Pernikahan merupakan aspek 

penting dalam kehidupan manusia, karena melalui pernikahan seseorang dapat 

mencapai keseimbangan hidup, baik dari segi sosial, biologis, psikologis, 

maupun spiritual.  

Pernikahan merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan dasar 

manusia. Melalui pernikahan, suami dan istri dapat saling melengkapi dan 

berbagi, baik dalam hal dukungan emosional maupun materi. Ketika keduanya 

merasa cocok, mereka akan memberikan dukungan moral, materiil, 

penghargaan, serta kasih sayang yang menciptakan kedamaian dalam 

kehidupan rumah tangga. Salah satu tujuan utama dalam pernikahan adalah 

memiliki keturunan yang baik, yaitu anak-anak yang saleh dan salehah. Anak-

anak yang tumbuh dengan iman dan ketakwaan kepada Allah SWT akan 

menjadi pahala yang terus mengalir bagi orang tuanya, bahkan setelah mereka 

wafat3. Dengan membangun keluarga yang berlandaskan nilai-nilai keimanan, 

pernikahan menjadi sarana untuk mendidik generasi muslim yang taat, yang 

kelak akan menjadi sumber pahala yang terus mengalir. 

Secara emosional, individu yang telah menikah cenderung lebih mampu 

mengendalikan emosinya serta mengatur dorongan seksualnya. Kematangan 

emosi ini sangat krusial dalam mempertahankan keberlangsungan rumah 

tangga, di mana keberhasilan hubungan suami istri sering kali ditentukan oleh 

 
2 Itsnaatul Lathifah, “Pencatatan Perkawinan Melacak Agar Budaya Hukum,” Al-Mazaahib 
3 (2015): 43–54, Https://Ejournal.Uin-
Suka.Ac.Id/Syariah/Almazahib/Article/View/1379/1200. 
3 Universitas Muslim And Nusantara Al Wshliyah, “Prosiding Seminar Nasional Hasil 
Pengabdian 2022 Herlina Hanum Harahap 1) , Bonanda Japatani Siregar 2),” N.D. 
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kestabilan emosional kedua belah pihak. Oleh karena itu, pernikahan tidak 

hanya berfungsi sebagai sarana untuk melegalkan hubungan biologis, tetapi 

juga sebagai fondasi untuk membentuk keluarga yang harmonis. Dalam 

pernikahan, pasangan dituntut untuk berpikir mandiri serta mampu 

menyelesaikan berbagai tantangan yang muncul, sehingga tercipta hubungan 

yang kokoh4. Tantangan tersebut terkadang dapat memunculkan permasalahan-

permasalahan sehingga menyebabkan ketidakharmonisan dalam pernikahan.  

Ketidakharmonisan, ketidaksepakatan, konflik, pertengkaran, dan 

perselisihan yang terus-menerus terjadi dalam suatu pernikahan dapat 

mengakibatkan hilangnya rasa cinta serta kasih sayang di antara pasangan 

karena beberapa faktor tersebut dapat menimbulkan konflik bahkan 

percekcokan. Konflik yang terus-menerus dapat menumbuhkan kebencian dan 

prasangka buruk terhadap pasangan. Ketika pertengkaran semakin memuncak, 

hal ini dapat meruntuhkan kepercayaan satu sama lain, yang pada akhirnya 

memicu perceraian. Perceraian menandai berakhirnya ikatan pernikahan. 

Apabila kedua belah pihak tidak lagi ingin melanjutkan kehidupan pernikahan 

mereka, mereka dapat mengajukan permohonan kepada pemerintah untuk resmi 

dipisahkan secara hukum5.  Pisah secara hukum disini yang dimaksud adalah 

dengan cara perceraian dengan mengajukan permohonan cerai talak maupun 

gugatan perceraian. 

 
4 Adiyana Adam, “Dinamika Pernikahan Dini,” Al-Wardah 13, No. 1 (June 7, 2020): 14, 
Https://Doi.Org/10.46339/Al-Wardah.V13i1.155. 
5 Armansyah Matondang, “Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Uma Faktor-Faktor 
Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan,” Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan 
Sosial Politik, Vol. 2, 2014, Http://Ojs.Uma.Ac.Id/Index.Php/Jppuma. 
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Cerai talak adalah jenis perceraian yang diajukan oleh suami dengan 

mengucapkan talak kepada istrinya, yang menyebabkan berakhirnya 

pernikahan. Namun, sebelum perceraian ini bisa dilakukan, suami harus terlebih 

dahulu mengajukan permohonan resmi ke Pengadilan Agama. Sementara itu, 

cerai gugat merupakan perceraian yang diajukan oleh istri melalui gugatan di 

pengadilan, dengan tujuan untuk mengakhiri pernikahannya dengan suami6. 

Cerai gugat sendiri wajib diajukan secara tertulis yang biasa disebut sebagai 

surat gugatan perceraian. Surat gugatan perceraian dapat diajukan ke 

Pengadilan Agama terdekat sesuai domisili seorang istri. Apabila surat gugatan 

perceraian tersebut diterima oleh Pengadilan, maka selanjutnya dapat dilakukan 

sesuai prosedur hukum dan sebagaimana alur persidangan perceraian hingga 

pada akhirnya menghasilkan putusan perceraian yang dikabulkan oleh Majelis 

Hakim dan mendapatkan akta cerai setelahnya. 

Cerai gugat merupakan fenomena sosial yang kerap terjadi di berbagai 

masyarakat di Indonesia, khususnya di daerah Surakarta. Berdasarkan data dari 

Badan Pusat Statistik Indonesia pada tahun 2023, telah terhitung sampai sekitar 

408.347 kasus perceraian yang tercatat di Mahkamah Agung (Dirjen Badan 

Peradilan Agama)7.  

Tingginya angka perceraian yang terjadi di Indonesia pada tahun 2023 

tentunya menjadi salah satu fenomena sosial yang kompleks dan memerlukan 

 
6 Suparyanto, Dinamika Keluarga Pada Masa Pandemi Covid-19, Www.Blogspot.Com, 
2017. 
7 Badan Pusat Statistik Indonesia, “Jumlah Perceraian Menurut Provinsi Dan Faktor, 2023,” 
BPS, 2024, https://www.bps.go.id/id/statistics-
table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-
perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor.html?year=2023. 
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perhatian yang serius dari berbagai pihak, termasuk peradilan. Berdasarkan data 

di atas, didapatkan faktor-faktor penyebab perceraian di Indonesia pada tahun 

2023 dan masalah ekonomi masih menjadi salah satu penyebab perceraian di 

Indonesia. Didapatkan data bahwa sejumlah 108.488 kasus perceraian terjadi 

karena masalah perekonomian8, meskipun tidak sebesar faktor perselisihan atau 

pertengkaran yang terus-menerus. Setiap keluarga menghadapi tantangan 

ekonomi yang berbeda-beda. Contohnya, perceraian bisa terjadi ketika suami 

tidak bekerja, istri memiliki pendapatan yang lebih tinggi daripada suami, atau 

bahkan ketika keduanya belum memiliki pekerjaan. Bahkan jika kedua pasangan 

sama-sama bekerja, hal tersebut juga bisa memunculkan konflik9. Konflik 

tersebutlah yang dapat menjadikan suatu pernikahan harus berakhir dengan 

perceraian. Perceraian tidak hanya berarti pemisahan antara suami dan istri, 

tetapi juga mempengaruhi hak-hak istri dan anak. Salah satu isu yang sering 

muncul dalam perceraian yang kaitannya dalam perekonomian adalah masalah 

nafkah dan pengelolaan harta benda yang dimiliki bersama atau oleh suami.  

Putusnya hubungan suami istri akibat perceraian tidak mempengaruhi status 

hukum anak yang sah atau anak kandung yang lahir dari perkawinan tersebut. 

Status anak tetap diakui secara hukum meskipun orang tua bercerai. Selain itu, 

perceraian juga tidak membebaskan kedua orang tua dari kewajiban mereka 

dalam mengasuh, mendidik, dan memenuhi kebutuhan anak. Kewajiban tersebut 

tetap melekat pada orang tua, baik ayah maupun ibu, meskipun hubungan 

 
8 Badan Pusat Statistik Indonesia. 
9 Indah Fatmawati And Iwan Ridhwani, “Problematika Ekonomi Sebagai Penyebab 
Perceraian Dalam Keluarga,” Jurnal Pro Justicia, Vol. 2, 2022, 
Http://Repository.Syekhnurjati.Ac.Id/2405/1/M. Ridwan H-Min.Pdf. 
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perkawinan mereka telah berakhir, karena tanggung jawab terhadap anak adalah 

bagian dari hak dan kewajiban orang tua yang tidak dapat diabaikan oleh 

perceraian10. 

Nafkah, menurut pandangan para ahli fiqih, adalah kewajiban seseorang 

untuk menyediakan berbagai kebutuhan bagi orang yang menjadi 

tanggungannya. Kebutuhan tersebut meliputi makanan seperti roti dan lauk, 

tempat tinggal, serta kebutuhan lain yang diperlukan dalam kehidupan sehari-

hari. Secara umum, nafkah dapat dipahami sebagai upaya untuk memenuhi 

kebutuhan dasar, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, bagi mereka 

yang berada dalam tanggung jawabnya. Dengan kata lain, nafkah adalah 

pengeluaran yang digunakan untuk memastikan kehidupan seseorang yang 

menjadi tanggungannya tetap tercukupi.11. 

Dalam kehidupan sehari-hari, banyak anak dari pasangan yang bercerai 

merasa bahwa mereka tidak mendapatkan hak-hak mereka sebagai anak dari 

kedua orang tuanya. Berdasarkan pandangan anak-anak mengenai bagaimana 

orang tua mereka berkomunikasi setelah bercerai, lebih dari separuh atau 49% 

pasangan yang bercerai memilih untuk memutuskan komunikasi. Di sisi lain, 

sekitar 47% anak merasa bahwa komunikasi antara orang tua mereka tetap 

berjalan dengan baik meski sudah berpisah. Namun, hanya sekitar 3,5% anak 

yang merasa bahwa hubungan komunikasi orang tua mereka sangat baik setelah 

perceraian. Kondisi ini menggambarkan bagaimana perceraian tidak hanya 

 
10 Syaifuddin Zuhdi Et Al., “The Confiscation Of Husbands’ Wealth As A Collateral For Post-
Divorce Child Support: Perspective Of Maqāsid Al-Sharī’ah,” Samarah 8, No. 2 (July 1, 
2024): 912–33, Https://Doi.Org/10.22373/Sjhk.V8i2.17326. 
11 Irgi Fahrezi, “Kewajiban Suami Dalam Pemberian Nafkah Istri,” Jurnal El-Thawalib, Vol. 
3, 2022, Https://Doi.Org/10.24952/El-Thawalib.V3i3.5639. 



 

8 
 

memengaruhi hubungan orang tua, tetapi juga berdampak pada anak-anak dalam 

hal interaksi dan perhatian dari kedua orang tua.12.  

Hampir setengah dari pasangan yang bercerai tidak lagi saling berhubungan, 

menyebabkan anak-anak kehilangan hak-hak mereka yang seharusnya diterima 

dari kedua orang tua. Ketidakpenuhan hak-hak anak ini tentu saja menciptakan 

ketidakseimbangan dalam pembagian tanggung jawab antara ayah dan anak. 

Dalam hukum perceraian, seorang ayah diharuskan untuk memenuhi 

kewajibannya dalam membiayai kebutuhan anak, termasuk biaya pendidikan 

dan perawatan, demi kesejahteraan anak-anak yang lahir dari pernikahan 

tersebut. Seorang ibu tidak seharusnya menanggung penderitaan akibat harus 

memikul tanggung jawab nafkah untuk anak yang ia lahirkan13. Seorang ibu 

merasa khawatir bahwa perceraian dapat berdampak pada hak-hak anaknya, 

terutama dalam hal pemenuhan kewajiban ayah terhadap nafkah dan 

kesejahteraan anak. Ia takut bahwa, dengan berpisah tanggung jawab ayah 

terhadap anaknya akan terabaikan dan bahkan menelantarkan anaknya baik 

secara dukungan materi maupun psikis anak, sehingga anaknya tidak 

mendapatkan hak-hak yang seharusnya diberikan dan bahkan menjadi anak yang 

terlantar dari segi materi ataupun psikis. 

 
12 Betra Sarianti, “Tingkat Kepatuhan Ayah Membayar Nafkah Anak Pasca Perceraian,” 
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 27, 2019, 
Https://Doi.Org/10.33369/Jsh.27.2.105-117. 
13 H.A.Choiri, “Penjaminan Harta Ayah Terhadap Kelalaian Pembayaran Nafkah Anak 
Pasca Perceraian (Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perceraian Bagian 2),” 
2015, Https://Badilag.Mahkamahagung.Go.Id/Artikel/Publikasi/Artikel/Penjaminan-Harta-
Ayah-Terhadap-Kelalaian-Pembayaran-Nafkah-Anak-Pasca-Perceraian-Oleh-Dr-H-A-
Choiri-Sh-Mh-28-10. 
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Anak terlantar pada umumnya dapat dilihat dari ciri-cirinya. Menurut 

Suyanto, anak yang berada dalam keadaan terlantar dapat dikenali berdasarkan 

lima ciri yang berbeda. Pertama, anak yang berusia antara 5 hingga 18 tahun dan 

berada dalam kondisi yatim, piatu, atau keduanya. Kedua, anak yang terabaikan, 

yang sering kali lahir dari hubungan di luar pernikahan, sehingga orang tua 

biologisnya, baik secara psikologis maupun ekonomi, tidak mampu memberikan 

perawatan yang layak. Ketiga, anak yang kelahirannya tidak direncanakan 

dengan baik, sehingga seringkali diperlakukan tidak adil atau dengan cara yang 

salah. Keempat, situasi kemiskinan dalam keluarga yang dapat mengarah pada 

penelantaran terhadap anak. Kelima, anak yang berasal dari keluarga yang 

mengalami perpecahan, seperti perceraian, yang seringkali mengarah pada 

kurangnya perhatian dan pemeliharaan yang seharusnya mereka terima14. 

Karena hal tersebut dapat diketahui bahwa akibat dari perceraian juga 

menimbulkan permasalahan sosial yaitu anak yang terlantar baik secara materi 

maupun psikis. Anak terlantar yang jumlahnya cukup tinggi di berbagai daerah 

di Indonesia menjadi salah satu perhatian khusus bagi penulis untuk meneliti 

dampak perceraian terhadap hak-hak anak atas kewajiban dari ayahnya pasca 

perceraian. 

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menggali lebih jauh 

mengenai perlindungan hukum atas hak-hak anak dalam sita jaminan harta ayah 

pasca perceraian, maka penelitian ini diberi judul “Perlindungan Hukum 

Terhadap Hak Anak Dalam Sita Jaminan Harta Ayah”. 

 
14 Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak, Cet. 3, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenada 
Media Group, 2016). 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, 

agar proses pembahasan dalam penyusunan skripsi ini dapat berlangsung secara 

lebih terstruktur dan fokus, peneliti menyusun rumusan masalah sebagai 

berikut. 

1. Bagaimana prosedur sita jaminan harta ayah di pengadilan agama? 

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak anak dalam sita jaminan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui prosedur sita jaminan harta ayah di pengadilan agama  

2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak anak dalam sita 

jaminan 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Mahasiswa 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu bagi penulis dalam 

memahami dan menambah pengetahuan mengenai hukum keluarga yang 

kaitannya dengan hak anak pasca perceraian serta penerapan sita jaminan 

harta ayah dalam praktik peradilan di Indonesia.  
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2. Bagi Masyarakat 

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat membuat masyarakat untuk 

meningkatkan kesadaran, memperkuat penegakan hukum, serta 

memberikan bekal kepada masyarakat mengenai penyelesaian sengketa 

terkait nafkah anak pasca perceraian. 

3. Bagi Ilmu Pengetahuan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberian masukan ilmu 

pengetahuan sebagai referensi penelitian lebih lanjut serta pemikiran yang 

bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya 

khususnya hukum keluarga. 

 

1.5 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu merupakan bagian penting dalam sebuah penelitian, 

karena memberikan landasan teoritis dan praktis dari studi-studi sebelumnya 

yang relevan dengan topik yang sedang dibahas15. Peneliti menggunakan 

penelitian terdahulu sebagai bahan referensi serta bahan pendukung dari 

Penelitian ini. Tujuan lainnya adalah untuk menelusuri temuan, metodologi, 

serta pendekatan yang telah digunakan, sehingga dapat ditemukan celah atau 

aspek yang belum terbahas dan menjadi fokus penelitian baru. Berikut adalah 

beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian dari penulis. 

Nama 

Peneliti 

Judul 

Penelitian 
Hasil Penelitian Perbedaan 

 
15 Yusuf Abdhul Azis, “Penelitian Terdahulu: Tabel, Cara Membuat Dan Contoh,” 
Deepublish Store, 2023. 
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Syaifuddin 

Zuhdi, 

Khudzaifa

h Dimyati, 

Kelik 

Wardiono, 

Rahma 

Shofia 

The 

Confiscati

on of 

Husbands’ 

Wealth as 

A 

Collateral 

for Post-

Divorce 

Child 

Support: 

Perspectiv

e of 

Maqāṣid 

Al-

Sharī'ah 

The concept of 

confiscating an ex-

husband’s property as a 

guarantee for post-

divorce child support is 

an execution 

confiscation proposed to 

the Religious Court for 

the negligence of the 

husband of the father in 

applying the child 

support stipulations in 

the divorce decision. It 

can be applied by the ex-

wife or the child’s 

mother or the child’s 

guardian to the 

Religious Court. The 

collateral wealth or 

object can then be sold 

to fulfill the needs for 

child support 

(Hadhanah) if the father 

neglects his duty to 

fulfill it. 

Penelitian Syaifuddin 

berfokus pada analisis 

hukum Islam dengan 

pendekatan Maqāṣid al-

Sharī'ah, yaitu tujuan 

syariah dalam menjaga 

hak anak pasca 

perceraian yang menilai 

manfaat dan tujuan 

syariah. Sedangkan 

penelitian penulis lebih 

mengarah pada aspek 

hukum positif di 

Indonesia 

Pembahasannya 

mencakup regulasi 

nasional terkait sita 

jaminan serta 

bagaimana hukum di 

Indonesia melindungi 

hak anak dalam kasus 

perceraian, dengan 

pendekatan normatif 

dan yuridis. 

Dr. H. A. 

Choiri, 

SH., MH. 

Penjamina

n Harta 

Ayah 

Terhadap 

Kelalaian 

Pembayara

n Nafkah 

Anak 

Pasca 

Perceraian 

(Perlindun

gan 

Hukum 

Terhadap 

Segala barang-barang 

bergerak dan tak 

bergerak milik tergugat 

(ayah), baik yang sudah 

ada maupun yang akan 

ada, menjadi jaminan 

atas kelalaian 

pembayaran nafkah 

anak tersebut kepada 

penggugat (ibu yang 

memelihara anak), 

seakan-akan menjadi 

“tekanan psikis” bagi 

tergugat (ayah) untuk 

Penelitian A. Choiri 

berfokus pada 

penjaminan harta ayah 

sebagai langkah untuk 

melindungi hak anak 

dalam hal kelalaian 

pembayaran nafkah. 

Penelitian ini cenderung 

menggunakan 

pendekatan yang lebih 

bersifat preventif dan 

proaktif, dengan 

menyoroti upaya hukum 

yang dapat dilakukan 
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Anak 

Korban 

Perceraian 

Bagian 2) 

dapat melaksanakan 

pembayaran nafkah 

anak tersebut kepada 

mantan istrinya (ibu 

anak) secara rutin dan 

konsekwen, sebab jika 

tergugat lalai tidak 

membayar nafkah anak 

tersebut, maka Jurusita 

Pengadilan Agama 

dapat menyita barang 

apa saja yang 

dimilikinya kemudian 

dijual untuk memenuhi 

pembayaran nafkah 

anak yang terhutang 

atau telah dilalaikan. 

sebelum terjadi 

kelalaian dalam 

pembayaran nafkah 

anak. Sedangkan 

penelitian penulis lebih 

mengarah pada 

pendekatan represif dan 

remedial, dengan 

menelaah bagaimana 

sita jaminan dapat 

menjadi alat hukum 

untuk menjamin hak 

anak setelah perceraian, 

termasuk dalam hal 

penyitaan dan eksekusi 

terhadap harta ayah 

yang lalai membayar 

nafkah. 

Nur 

Amelia 

Persepsi 

Hakim 

Pengadilan 

Agama 

Marabaha

n Tentang 

Jaminan 

Harta 

Ayah 

Terhadap 

Nafkah 

Anak 

Pasca 

Perceraian 

Pertama, diminta atau 

dituntut oleh pihak 

penggugat didalam 

gugatannya atau 

petitum, karena hakim 

tidak boleh 

mengabulkan melebihi 

dari apa yang 

dimohonkan. Kedua, 

objek harta mantan 

suami yang ingin 

dijadikan sebagai 

jaminan harus jelas 

disebutkan didalam 

petitum baik ukuran, 

lokasi dan surat-

suratnya, harus aman, 

jelas, tidak dalam 

sengketa dan dapat 

dieksekusi. Dan yang 

ketiga, adanya itikad 

Penelitian Nur berfokus 

pada perspektif hakim 

dalam menilai dan 

menerapkan konsep 

jaminan harta ayah 

untuk menjamin nafkah 

anak setelah perceraian. 

Penelitian ini lebih 

menitikberatkan pada 

interpretasi hakim, 

pertimbangan hukum 

yang digunakan, serta 

variasi putusan di 

Pengadilan Agama 

Marabahan terkait kasus 

tersebut. Sedangkan 

penelitian penulis lebih 

berorientasi pada aspek 

perlindungan hukum 

bagi anak dengan 

meninjau bagaimana 
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baik dari pihak mantan 

suami untuk 

melaksanakan putusan 

tersebut. Penjaminan 

harta ayah bisa 

diterapkan di 

Pengadilan namun 

hanya untuk harta yang 

sudah ada, sedangkan 

untuk harta yang belum 

ada tidak bisa dilakukan 

penjaminan. 

mekanisme sita jaminan 

diterapkan untuk 

memastikan hak anak 

tetap terlindungi. 

Penelitian ini akan 

menelaah regulasi 

hukum yang 

mendukung penyitaan 

harta ayah serta 

efektivitas 

penerapannya dalam 

menjamin kesejahteraan 

anak pasca perceraian. 

Ahmad 

Fauzan 

Jaminan 

Pelaksanaa

n Eksekusi 

Putusan 

Anak 

Konsepsi sita eksekusi 

atas gaji dan/atau 

tunjangan untuk putusan 

nafkah anak di 

Pengadilan Agama 

sudah menjadi salah satu 

bagian dari sistem 

peradilan di Indonesia, 

terkhusus dalam perkara 

perceraian. Kewajiban 

menafkahi, memberikan 

biaya pemeliharaan dan 

pendidikan akan terus 

berlangsung terus-

menerus meskipun 

terjadi perceraian di 

antara kedua 

orangtuanya, sampai 

anak tersebut dapat 

membiayai 

kehidupannya sendiri 

atau kawin. 

Penelitian Ahmad 

berfokus pada 

mekanisme dan 

efektivitas eksekusi 

putusan pengadilan 

terkait hak-hak anak 

(misalnya nafkah, hak 

asuh, atau perlindungan) 

setelah putusan 

berkekuatan hukum 

tetap. Penelitian ini 

mengeksplorasi 

hambatan dan solusi 

dalam memastikan 

putusan pengadilan 

benar-benar dijalankan. 

Sedangkan penelitian 

penulis lebih menyoroti 

aspek hukum sita 

jaminan sebagai 

instrumen untuk 

melindungi hak anak, 

terutama terkait nafkah 

pasca perceraian. 

Penelitian ini membahas 

sejauh mana sita 
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jaminan efektif dalam 

menjamin pemenuhan 

hak anak dan bagaimana 

regulasi serta praktiknya 

di pengadilan. 

Irman 

Fadly 

Mencari 

Instrumen 

yang 

Efektif 

dalam 

Pemenuha

n Hak Istri 

dan Anak 

Akibat 

Perceraian 

Namun sayangnya 

gugatan rekonvesi yang 

diajukan oleh istri 

kebanyakan tidak 

disertai permohonan sita 

atas barang yang 

dimiliki oleh suami 

(Pemohon) sehingga di 

kemudian hari saat 

mantan suaminya lalai 

dalam memenuhi hak 

istri dan nafkah anak, 

istri kesulitan untuk 

mengidentifikasi dan 

memohon eksekusi atas 

barang milik mantan 

suaminya tersebut. 

SEMA nomor 5 tahun 

2021 telah membuka 

jalan bagi para istri 

untuk menuntut hak-

haknya sekaligus 

mengajukan 

permohonan sita atas 

barang-barang milik 

suaminya dalam rangka 

menjamin terpenuhi hak 

istri dan anak pasca 

perceraian. Berdasarkan 

SEMA tersebut, 

menurut penulis, tidak 

ada salahnya jika Hakim 

sekedar mengingatkan 

istri (Penggugat 

Penelitian Irman lebih 

menitikberatkan pada 

identifikasi dan evaluasi 

instrumen hukum yang 

dapat digunakan untuk 

memastikan hak istri 

dan anak setelah 

perceraian. Kajian ini 

cenderung membahas 

berbagai mekanisme 

hukum, termasuk 

peraturan perundang-

undangan, putusan 

pengadilan, dan 

kebijakan yang 

diterapkan dalam 

praktik untuk menjamin 

hak-hak tersebut. 

Sedangkan penelitian 

penulis lebih spesifik 

membahas perlindungan 

hak anak dalam konteks 

sita jaminan terhadap 

harta ayah. Penelitian ini 

berfokus pada 

bagaimana sita jaminan 

dapat digunakan sebagai 

instrumen hukum untuk 

menjamin pemenuhan 

hak anak, baik dari segi 

efektivitas penerapan, 

kendala hukum, maupun 

dampaknya terhadap 

kesejahteraan anak 
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Rekonvensi) atas 

kebolehan mengajukan 

sita terhadap barang 

milik suaminya 

(Tergugat Rekonvensi). 

pasca perceraian. 

Fahadil 

Amin Al 

Hasan 

Jaminan 

Pemenuha

n Nafkah 

Anak 

Melalui 

Permohon

an Sita 

Terhadap 

Harta 

Milik 

Suami 

Pada salah satu 

ketentuan pada Surat 

Edaran Mahkamah 

Agung Nomor 5 Tahun 

2021 dijelaskan bahwa 

terhadap pembebanan 

nafkah anak, istri dapat 

mengajukan 

permohonan penetapan 

sita terhadap harta milik 

suami sebagai jaminan 

pemenuhan nafkah anak 

di masa mendatang. 

Mekanisme penetapan 

tersebut harus 

didasarkan pada 

permohonan istri yang 

diuraikan secara rinci 

dalam posita dan 

petitum gugatan, baik 

dalam konvensi, 

rekonvensi, ataupun 

gugatan tersendiri. 

Ketentuan dalam SEMA 

ini merupakan upaya 

yang dilakukan oleh 

Mahkamah Agung agar 

pemenuhan terhadap 

hak-hak perempuan dan 

anak berupa nafkah 

yang seharusnya 

diberikan oleh mantan 

suami dapat dijalankan 

dengan baik. Sehingga, 

Penelitian Fahadil 

berfokus pada 

mekanisme dan proses 

hukum yang digunakan 

untuk menjamin 

pemenuhan nafkah anak 

melalui permohonan sita 

terhadap harta milik 

suami. Penelitian ini 

mengeksplorasi 

bagaimana permohonan 

sita dapat digunakan 

sebagai instrumen untuk 

memastikan bahwa 

nafkah anak terpenuhi, 

serta analisis tentang 

efektivitas dan implikasi 

dari penggunaannya. 

Sedangkan penelitian 

penulis lebih 

menekankan pada aspek 

perlindungan hukum 

bagi anak setelah terjadi 

perceraian, dengan 

menyoroti efektivitas 

sita jaminan sebagai 

instrumen hukum untuk 

menjamin hak-hak anak 

pasca perceraian, 

terutama dari perspektif 

hak asasi anak. 
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putusan yang telah 

ditetapkan oleh 

pengadilan menjadi 

putusan yang dapat 

dilaksanakan. 

 

1.6 Kerangka Berpikir 

Terkait dengan pembahasan penelitian terdahulu dalam penelitian ini, 

sangat penting untuk menyusun kerangka berpikir yang jelas. Kerangka berpikir 

ini akan menjadi dasar yang kuat bagi pembahasan dan analisis masalah yang 

diteliti. Dengan begitu, penelitian dapat dilakukan secara menyeluruh dan 

objektif, memastikan bahwa setiap aspek dari permasalahan yang diangkat 

dapat dikaji secara mendalam dan terstruktur16. Dalam hal ini, akan penulis 

kemukakan kerangka berpikir tentang Perlindungan Hukum Terhadap Hak 

Anak Dalam Sita Jaminan Harta Ayah Pasca Perceraian. Adapun bagan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 
16 I Maulid, “Pandangan Hakim Terhadap Pengembalian Uang Belanja Bagi Pasangan 
Suami Istri Yang Bercerai Sebelum Melakukan Hubungan …,” 2020, Http://Repositori.Iain-
Bone.Ac.Id/403/. 

Hak Anak 

Terpenuhi Tidak Terpenuhi 

Perceraian 

Anak 
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1.7 Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Metode penelitian normatif yuridis merupakan pendekatan dalam 

studi hukum yang menitikberatkan analisis terhadap norma dan peraturan 

hukum sebagai objek utama kajian, tanpa melibatkan aspek di luar hukum. 

Metode ini banyak diterapkan dalam penelitian hukum di Indonesia karena 

memiliki pendekatan khas dalam memahami dan menafsirkan hukum. 

Penelitian normatif yuridis bersifat preskriptif, yang berarti hasilnya dapat 

memberikan arahan mengenai bagaimana hukum seharusnya diterapkan 

dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, metode ini juga dilakukan secara 

sistematis dengan menelaah berbagai prinsip hukum, struktur hukum, serta 

keselarasan hukum baik dalam lingkup vertikal maupun horizontal17.  

Pendekatan yang digunakan dalam metode ini adalah yuridis 

normatif, yang dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis data secara 

kualitatif. Dalam penelitian ini, tidak digunakan perhitungan angka atau 

rumus matematika. Fokus utama kajian ini adalah meneliti berbagai 

dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, serta sumber-sumber 

hukum lainnya yang relevan. 

 

2. Sumber Data 

a. Bahan Hukum Primer 

 
17 Theresia Anita Christiani, “Normative and Empirical Research Methods: Their 
Usefulness and Relevance in the Study of Law as an Object,” Procedia - Social and 
Behavioral Sciences 219 (May 2016): 201–7, https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.006. 
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Data primer adalah data yang didapatkan melalui studi 

kepustakaan18. Pada tahapan-tahapannya dengan cara menelaah 

peraturan-peraturan serta buku-buku yang relevan dengan 

penelitian. 

1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 

1945. 

2) Undang-undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman 

3) Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 

4) HIR (Herzien Inlandsch Reglement) berlaku di Jawa 

dan Madura. 

5) RBg (Rechtreglement voor de Buitengewesten) 

berlaku di luar Jawa dan Madura. 

6) Kompilasi Hukum Islam. 

7) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 

2021. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

 
18 Afif Sachrudin, Dan Peni, And Rinda Listyawati, “Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa 
Unissula (Kimu) 4 Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 28 Oktober 2020 Pandangan 
Hakim Pengadilan Agama Semarang Terhadap Implementasi E-Court Dalam Administrasi 
Dan Proses Persidangan Perkara Perceraian The Views Of Religious Court Judges In 
Semarang On The Implementation Of E-Court In The Administration And Court 
Proceedings In Divorce Cases,” N.D. 
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Penulis menggunakan berbagai sumber bahan sekunder yang 

relevan dengan penelitian, termasuk dari buku-buku hukum, skripsi, 

tesis, disertasi, serta jurnal-jurnal hukum untuk mendukung 

penelitian. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang bagi 

bahan hukum primer dan sekunder. Bahan Hukum Tersier 

memberikan pemahaman lebih mendalam tentang berbagai bahan 

hukum tersebut. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang 

digunakan oleh penulis berasal dari sumber-sumber seperti situs 

web, pandangan hakim, pandangan jurusita, dan sumber lainnya. 

 

3. Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu sebagai berikut: 

a. Studi Kepustakaan 

Metode ini umumnya menggunakan data sekunder yang 

telah tersedia dan dipublikasikan, seperti buku, jurnal, serta artikel 

ilmiah. Sumber-sumber ini berisi informasi yang telah dikumpulkan 

dan dianalisis oleh peneliti sebelumnya, sehingga dapat menjadi 

dasar atau referensi untuk penelitian baru. Dengan memanfaatkan 

data yang sudah ada, peneliti dapat memperoleh wawasan tambahan, 
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mengidentifikasi pola, serta memperkuat argumen tanpa harus 

melakukan pengumpulan data secara langsung19. 

b. Studi Dokumen 

Metode dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan melalui analisis terhadap arsip-arsip serta literatur seperti 

buku-buku yang berisi pendapat, teori, argumen, atau hukum20. 

Pengumpulan dan analisis data dilakukan dengan mengacu pada 

metode analisis normatif yang telah digunakan dalam penelitian 

sebelumnya. Dalam proses ini, penting untuk memperhatikan aspek 

kredibilitas serta etika penelitian agar hasil yang diperoleh tetap 

objektif, valid, dan dapat dipercaya21. 

 

4. Metode Analisis Data 

Pemilihan metode analisis data yang tepat sangat bergantung pada 

jenis data yang digunakan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penulis 

memilih metode analisis induktif kualitatif karena dianggap paling sesuai 

dengan tema penelitian. Dalam penerapannya, penulis akan menggunakan 

pendekatan analisis tematik dan analisis konten. Pendekatan ini bertujuan 

untuk menggali pola dan makna dari data yang dikumpulkan, sehingga hasil 

 
19 Syeda Ayeman Mazhar, “Methods of Data Collection: A Fundamental Tool of Research,” 
Journal of Integrated Community Health 10, no. 01 (June 14, 2021): 6–10, 
https://doi.org/10.24321/2319.9113.202101. 
20 Annisa Rizky Fadilla And Putri Ayu Wulandari, “Literature Review Analisis Data Kualitatif: 
Tahap Pengumpulan,” Mitita Jurnal Penelitian 1, No. No 3 (2023): 34–46. 
21 Tanja Moilanen et al., “Developing a Feasible and Credible Method for Analyzing 
Healthcare Documents as Written Data,” Global Qualitative Nursing Research 9 (January 
7, 2022), https://doi.org/10.1177/23333936221108706. 
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analisis dapat memberikan gambaran yang mendalam dan komprehensif 

terhadap dokumen yang dikaji22. 

 

1.8 Sistematika Penulisan 

Dalam rangka mempermudah pemahaman dalam pembahasan ini, maka 

dikemukakan sistematika skripsi sebagai berikut23 :  

Bab I Pendahuluan yang berisi Latar Belakang Masalah, Perumusan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka 

Berfikir, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian. 

Bab II Landasan Teoritis atau Tinjauan Pustaka, dalam bab ini berisi tentang 

tinjauan umum tentang perlindungan hukum, hak anak, sita jaminan, harta, ayah, 

dan perceraian. 

Bab III Hasil Penelitian Dan Pembahasan. Dalam bab ini penulis akan 

menguraikan hasil penelitian dan pembahasan masalah yang secara rinci sekaligus 

menjawab permasalahan-permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya dalam 

perumusan masalah mengenai perlindungan hukum hak anak dan mekanisme 

prosedur sita jaminan harta ayah pasca perceraian. 

Bab IV Penutup. Dalam bab ini berisi kesimpulan dari penelitian dan saran 

yang diberikan penulis yang ditunjukkan kepada pihak-pihak terkait dengan 

permasalahan penelitian. 

 
22 Muhammad Naeem et al., “A Step-by-Step Process of Thematic Analysis to Develop a 
Conceptual Model in Qualitative Research,” International Journal of Qualitative Methods 
22 (October 8, 2023), https://doi.org/10.1177/16094069231205789. 
23 Nur Amelia, “Persepsi Hakim Pengadilan Agama Marabahan Tentang Jaminan Harta 
Ayah Terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian Skripsi Diajukan Kepada Fakultas Syariah 
Uin Antasari Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Dalam Ilmu 
Hukum Keluarga Islam” (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2020). 


